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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR {» TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Rarat
mengembangkan dan menerapkan pengelolaan  jasa
lingkungan hidup yang merupakan bagian dari
instrumen ekonomi lingkungan hidup;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan = dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diwajibkan - |

mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi -
lingkungan hidup;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana -

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk =

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan
Hidup;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; _ .
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran =~

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419); '

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang .
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = -

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralkhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573); S

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan CHidup -
(Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 2000 .
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara -Republik . = =
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah ditubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta -
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara “Republik =~

Indonesia Nomor 657 3);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 'ténmng’ .

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2092 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembatran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 téhtaﬁ.g-{-- S
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara -~ Republik .~ ="

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran’
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana y
telah diubah beberapa kali terakhir “dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan = -
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan =
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun =~
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757 )

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 -téntaﬁg"?rﬁﬁﬁsi
Kalimantan Barat (lembaran Negara _Rep‘ublik'_Iii‘é:im}:esia G
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran -_Nég’a_rég_ﬁi. RO

Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun- '20_1'7 _§-_f:§11_tan'g
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahain

Lembaran Negara Republik Indonesia’ Nomor 6134) . .
sebagaimana telah diubah dengan Peratiiran Pemerintah -~ -
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan . .
Perlindungan dan Pengelolaan - Lingkungan Hidup =~
(Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun 2021 .

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6634); o R

Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 9 021_. |
Penyelenggaran Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran - Pl

Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 =
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita: .
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ©
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan - - S
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun -

2015 tentang Pembentukan Produk Hukiim- Daerah -

157);
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Menetapkan — : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentaﬁ@f
Perlindungan dan Pengelolaan — Lingkungan I—Izduy
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun .
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provnmz

Kalimantan Barat Nomor 3); _
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun - 2018 tentang

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimanian Barat Tahun 2018 Nomor
2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: -

2,42 /2018 Tambahan Lembaran Daerah Pm{;insi o

Kalimantan Barat Nomor 2};
14. Peraturan Daerah Nomor 6 T‘ahun 2018 tentang
Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Ber kelanjutan-

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah = Provins .

Kalimantan  Barat: 6,46/2018, Tambahan Lembazan' BN

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6];

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Renicana o P
Perlindungan ~dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan  Barat- Tahun._:_ Dt
2019 Nomor 7 Noreg Peraturan ‘Daérah Prowngr"..:’; S

Kalimantan Barat: 8-202/2019, Tambahan Lembaf em‘ _
Daerah Provinsi Kalimantan Bar at Nomor 5);

16. Peraturan Daerah  Nomor & Tahun . 2019 tentang:'_. TIPSR |
Pengelolaan Kehutanan (Lembaran  Daerah - Provinsi
Kalimantan  Barat Tahun 2019 ‘Nomor 8 Noreg’ SN
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Ba;at é%w-' EE
202/2019, Tambahan Lembaran Daerah Provmm_‘

Kahmantan Barat Nomor 6];

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI K_ALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:
LINGKUNGAN HIDUP.
BAB1

KETENTUAN UMUM

FPasgal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai . unsur penyeienggaza*: A
Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksana&m urusan pemermtahan_}_ﬁ" Dol

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah ' PI'OVlf{lSI Kalimantan-":.ﬂ: SR

Barat.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ K@ta-_:_di wﬂayah ;

Provinsi Kalimantan Barat.

BAHD mm&mm‘?m%m AspgrEw e | dm ST 1 L
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan vang selanjutnya disebut Dinas
adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi  alam itu  sendiri, kelangsungan perikehidupan, - dan
kesejahteraan manusia serta malkhlhuk hidup lain. ' :

. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber

daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem,
Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistermn dan lingkungan hidup

bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup - |

penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup,
penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah bentuk usaha wuntuk

memanfaatkan potensi Jasa Lingkungan Hidup dalam upaya keberlanjutan - L
lingkungan yang baik dengan tidak merusak lingkungan dan - tidak -

mengurangi fungsi pokok kelestarian sumber daya alam.

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya _-tei'ﬁaciii"- ttfif:uk
melestarikan  fungsi Jasa Lingkungan Hidup yang meliputi kegiatan =

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan,

Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, '
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjaga danjatau = .
mengelola  lingkungan  hidup untuk mempertahankan cdan/atau

meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup. A
Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat; .

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mefiggunakan . i

Jasa Lingkungan Hidup.

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uaﬁg _:'j SN
dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan wang antara Pemanfaat Jasa SR
Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan . Hidup ‘melali

perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan
Hidup. S

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran /imbal :.fy;a{mg:f_ '_ A
diberikan oleh Pemanfaat Jasa Linglkungan Hidup kepada Peﬁjzedia__g};'_is}a.q SRR

Lingkungan Hidup. : T
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang -
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. R

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan asas: .

a.
b.
C.
d.
e.
f.

manfaat dan lestari;

keadilan;

kebersamaan;

transparansi, partisipasi, dan akuntabel;
keberlanjutan;

kearifan lokal;

g keterpaduan; dan

h.

keseimbangan.
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Pasal 3

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup
secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya
alam dan ekosistemnya; _

b. menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, dan meningkatkan kepedulian
multipihak dalam upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa

Lingkungan Hidup sebagai output dari kinerja ekologis sumber daya alem dan

lingkungan hidup di Daerah; :
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan

lingkungan  hidup  secara seimbang dan  berkelanjutan - dengan

mempertimbanglkan kearifan lokal; '

d. mengembangkan kegiatan ekonomi lingkungan hidup serta sumber daya'alam S

di Daerah; dan S
e. memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. -

BAB 11
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4 R
Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk:

a. Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan jasa. :

lingkungan hidup; dan

b. Masyarakat, badan usaha dan instansi terkait dalam ‘penyediaan '_dé‘n.- R

pemanfaatan jasa lingkungan hidtip.

Pasal 5 SRR R TR
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang

berasal dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daersh, =

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi seluruh aktivitas Pengelolaan Jasa Lingkungan. Hidup yang = .
dilaksanakan oleh Penyedia dan/atau Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup: o

(3) Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan di ‘Daerah -

terdiri atas:

a. perlindungan tata air;

b. perlindungan keanekaragaman hayati;
C. penyerapan dan penyimpanan karbon;
d. pelestarian keindahan alam; dan/atau
e. Jasa Lingkungan Hidup lainnya.

peran masyarakat dan dunia usaha;
penghargaan; dan
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 6
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan; '
b. pelaksanaan;
¢. monitoring dan evaluasi;
d. kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup;
e. sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup;
f. koordinasi;
g. kerja sama;
h.
i.
i

HARO PERANGHAT DARRAN ©
ABISTEN I
BURUH PREIRAHATIZA . ;

L ; R




BAB I
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Tnventarisasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 7 o
(1) Pemerintah Daerah menginventarisasi Jasa Lingkungan szup me!alm .
pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup vang menghasﬂkan"f

Jasa Lingkungan Hidup dari kawasan atau lahan yang mempakem S

kewenangan Daerah.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, paling kurang memuat:
a. potensz ketersediaan, dan sebaran Jasa Lingkungan Hidup;

b. jenis, jumlah, kondisi, dan nilai Jasa Lingkungan  Hidup 'ygimgﬂ:'._ B

dimanfaatkan; dan
c. jumlah Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

(3) Nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksu{1'= PRSI

pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan valuasi ekonoml Jassa o
Lingkungan Hidup. -
{(4) Pendataan Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan termtegtt asz ke dalam'--z' L
sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah, -

(5) Pendataan Jasa Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan ketentuan : : 

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dinas melaksanakan pendataan sumber daya alam dan Imgku“ag&n deuga b i
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sesuai kewenanﬁan berdasaikaﬂi_ EREE e

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua _
Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Jasa ngl«:ungan Hidup i e

Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- ~undangan.

(2} Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup disusun berdas;ar}{an hagzi‘.'-'fl.-": i e

inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimalksud. éalam Pasal ?’
dengan memperhatikan: - -
a. perencanaan pembangunan Daerah;

b. rencana tata ruang wilayah Daerah;

c. perencanaan di bidang hngkungan hidup, pemaﬁfaatan Sumber daya
alam, kehutanan, sumber daya air, daerah aliran sung pesmu danr. e

pulau -pulau kecil, pariwisata; dan perencanaan terkait 'iamnya
d. sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
e. aspirasi masyarakat.

(3) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana’ dmaa}{sud pada-__::. e

ayat (1} dan ayat (2}, paling kurang memuat:

a. prospek Jasa Lingkungan Hidup;

b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;

¢. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;

d. kapasitas kelembagaan; dan

e. pemetaan hulu dan hilir Jasa Lingkungan Hidup:

(4) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup datetaiakan untu}.{ Jaﬂgka.ﬁ ..

waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling lama 2° (dua) tahun sekali.

(5) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan- dengan kepumsm}f e |

Gubernur.
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Pasal 10 e

(1) Penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh
Dinas.

(2) Dalam hal rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup mencakup kawasan
atau lahan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah, Dinas
berkoordinasi pada instansi pemerintah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

BAB 1V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Pemanfaatan Jasa Linglkungan
Hidup antara Pemanfaat dan Penyedia.

Pasal 12
(1) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Hidup di Daerah berasal dari:

a. kawasan atau lahan Negara, Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa;

b. kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa; dan

c. lahan milik badan usaha, masvarakat atau orang perseorangan. R

(2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan melalui: '

a. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup; dan

b, Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 13 _
Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup pada kawasan atau lahan vang dikelola .
dan diselenggarakan oleh Negara/Pemerintah Pusat sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan- S

peraturan perundang-undangan.

Paszal 14

(1) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup lintas Kabupaﬁf:ﬁ/ Kota

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2} Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup oleh badan usaha, maSya%é}{af;.EQré;lig.';_
perseorangan lintas Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan |

pemerintah provinsi lain terkait, berdasarkan perjanjian kerja sama. .

Bagian Kedua
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 15 U D
(1} Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimalsud dalam:

Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terukur daii-"sesuai-"démgéig'_.g-- TEES T

rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

(4} Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup diberikan oleh _P'emahfaat Jaa—;a .
Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Linglkungan = =
Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan. =~ .

Hidup.

(3) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimalksud pada.-éya%_f ot

(1) dapat dilakukan oleh:
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a. Pemerintah Daerah dengan Pemarmtah Pu 3 o
b. Pemerintah Daerah dengan . pemermtah provmsl la_:iiﬂ, ~Pemerintah

Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintah Desa; atau =~ . o0
c. Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang;: :

{4} Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup sebagalmana dzmaksud pada, 'watff

(3) dilaksanakan secara:
a. terpisah; atau
b. terpadu.

(5) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang dﬂaksaﬂakan secam'fi'- i

Nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hldup sebagamaana dlmaksud daiam;j._.
Pasal 13 paling sedikit ditentukan dengan mempert}mbaﬂgkm : o
a. biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi lingkungan hldup, :
b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan

c. biaya pelaksanaan kerja sama.

terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dilakukan untuk .

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan = Hidup . antara Permerintah ‘Daer ahfi_.-'_-;.i-'-z L
dengan Setiap Orang yang berada dalam Wﬂayah admnnstraﬁf ya:ng bm‘beda

Pasal 16

Pasal 17

(1) Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan I—hciup sebagaamana dzmaksud daiam'z--zf_

Pasal 15 ayat (1) diberikan dengan ketentuan: -
a. Penyedia Jasa Lingkungan H1dup memﬂﬂa buk‘ti kepemmkam / peugu A
lahan; S
b. Penyedia Jasa Lingkungan szup .memlhkl Lewenangan__ __ un‘tuk
menyediakan, menghasilkan, dan / atau memng}{aikan Jasa '- L ng _unga
Hidup;

c. perhitungan Jasa Lingkungan szup daﬂ kampeﬂgasz/ imbal ja
dan

d. rincian kompensasi/imbal jasa termuat daiam dokumen rencaﬂ
anggaran  Pemerintah  Pusat, - Peme_r_i_ﬁtah ~Daerah, Pemermtah
Kabupaten /Kota dan/atau Pemez mtah Desa se:sua;a ke‘centuan peraturan’
perundang-undangan. .

Dalam hal Setiap Orang bertindak S@bagal Penyedza J asa ngl\.ungal szup

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakuk ¢

validasi terhadap Penyedia Jasa ngkungan Hidup tersebut_ _

Pasal]S g BRI
Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Huiup antara Pemermtah Pu;
Pemerintah Daerah serta antara -Pemerintah Daez ah demgan_ :
provinsi lain, dengan Pemerintah I{abupaten /Kota atau dengan :
Desa sebagmmana dimaksud dalam Pasai 15 ayat (3) huluf:'a_ dan
dilaksanakan melalui mekanisme: . @ - i :
a. hibah daerah dari Pemerintah Pusa"t selaku Pemmfaat Jaﬁa ngkungamf
Hidup kepada Pemerintah Daerah Seiaku Penyedla Jasa, Lingk
Hidup atau sebaliknya; atau -
b. hibah daerah atau belanja banman Leuangan umsan hngkungaﬂ_
dari Pemerintah Daerah, pemermtah pmvmsz
Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa Seiaku
Linglkungan  Hidup  kepada Pemelmtah . :
Kabupaten/Kota atau Pemermtah Desa selai«:u Penjyedla J asa Ln'igkungci
Hidup. S
Sumber dana pelaksanaan Kompensam/}mbal Jasa ng{ | i
bersumber dari anggaran pendapatan dan  belanja ‘negara, anggara
pendapatan dan belanja daerah,; anggaran pendapatan dam belanja Desa
dan/atau dana lainnya yang sah dan uda}{ mengzkat seSu
ketentuan peraturan pemndang~undangan :

. RARD ]! mw&m@z&mg
LR - Pﬁﬁfmm&ﬁ

S




Pasal 19 SRy L
(1) Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup antara - Pememmah Daerah” EERe
dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) humf c o
dilaksanakan melalui mekanisme: o
a. hibah daerah, bantuan sosial, atau belanja barang dain’j jasa untuk m usam_ il 3
lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah selaku - Pemanfaat Jasa = °
Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang selaku Penyedza Jasa ngkungan_g ok
Hidup; atau ST
b. pemberian dari Setiap Orang selaku Pernanfaat Jasa ng,kungan I-hdup_
kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa ngkuﬁﬁan Hidup. o
{2) Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa ngkungan i—hdup yang' SRR |
harus disediakan Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa ngkun@an (R
Hidup bersumber dari: G
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau ciana lmnnva yang s;ah i
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan pe1aiuran perundangwj].’ e |
undangan yang diberikan langsung; dan/atau : P
b. hasil Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup sebagazmaﬁa dlmak:sud'zl e
dalam Pasal 18 ayat (1). _ : - e

Pasal 20 ' L e
{1) Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup antara. Pemermtah Pusat demg&m-ff LR
Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah’ provmsz'_gff
lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa, Jdan cAntara o
Pemermtah Daerah dengan Setiap Orang sebagalmana dlmaksud daiam Pa%al'*ﬁj Sl
18 dan Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian kerja sama: - S
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) pahng Sedzmi
memuat: o
. para pihak;
tujuan;
jumilah;
sumber pendanaan;
persyvaratan;
tata cara penyaluran;
tata cara pelaporan dan pemantauan; dan
. hak dan kewajiban pemberi dan penerima. : L
{3} Dalam hal pelaksanaan Kompensam/}mba} Jasa ngkuncran Hldup
dilaksanakan secara terpadu, para pihak Sebagalmana dlmaksud pada a}“_ :
(2} huruf a meliputi: L L
a. Pemerintah Pusat, Pemerintah = Daerah, pememntah pre:mns;l 1am ji
Pemerintah habupaten/ Kota, dan/atau Pemerzntah Deua Pemanfaat Jasa"' :
Lingkungan Hidup;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemermtah Desa tempat Peﬁyedla
Jasa Lingkungan Hidup berada; dan o i
c. Setiap Orang Penyedia Jasa ngkungan H}dup e
{(4) Perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemtuzaﬂ_'
perundang-undangan. : _ R Sl

SRR RN N SR

Pasal 21 : ' R
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kompeﬁsas;;./ Imbal Jafsa-i_-_'.ff
Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Gubernur. ' R R ey T

Bagian Ketiga . .
Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup -

Pasal 22 - ' e e
Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan ketentuz:m %bawm-?ﬁ::
berikut: T S
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a. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dilakukan terhadap pemanfaatan j&SE{';‘:} s
lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan 01 aj:ig Lo

perseorangan; dan

b.imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan terhadap pemanfaatan jaga*"___' R
lingkungan hidup dari kawasan atau lahan Daerah, Kabupaten /Kota,

Desa, lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan o

Pasal 23 : : i
(1} Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup terhadap pemanfasatan jasa imgl{ungan R
hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, -dan - orang .
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a,o
dilaksanakan: '

a. secara terukur;

b.sesuai hasil inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup; dan

c. dapat mengacu pada rencana Jasa Lingkungan Hidup. SR
(2) Imbal Jasa Lingkungan Hidup terhadap pemanfaatan Jasa ngkungan

Hidup dari kawasan atau lahan Daerah, Kabupaten/Kota; Desa, ‘lahan 1‘111331{’{ ' aa
badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan sebagaimana. dlmaksuci R e
dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan secara terukur. serta  sesuai - .

rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dengan penyedia Badan Usaha. Mmk

Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undang—undaﬂgan

PaSE!.}.QS . .

(1) Penyedia dalam mekanisme Pembayaran Jasa LGgkungan Hidup sebaga}mana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: :

a. badan usaha;

b. masyarakat; dan

c. orang perorangan. R SRR, g
(2) Pemanfaat dalam mekanisme Pembayaran _ Jasa ngkungan H1dup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mehpuﬂ

a. badan usaha; _

b. masyarakat; dan

C. orang perorangan.

Pasal 26 : . ' :
(1) Penyedia dalam mekanisme Pembayaran - Jasa ngkungan Hldup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
a. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupoaten/ Koia dan P«emermmh Des;a "
dan : . = RS
b. badan usaha, masyarakat, dan orang perorangan ; R i
{2) Pemanfaat dalam mekanisme  Pembayaran = Jasa nglﬂmgan szup" :
dengan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf A, mehpm:a S
a. badan usaha: e
b. masyarakat; dan
C. orang perorangan. S e
(3) Pemanfaat dalam mekanisme imbal jasa . Hngkang"—m hzdup dengaﬁli-}f*
penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mel1put1 ek
a. Pemerintah Pusat; :
b. Pemerintah Daerah;
c. Pemerintah provinsi lain;
d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
e. Pernerintah Desa.

EARD FPERANGHAT DAERAH
HiETM _F'?;m;mqg ‘% i

ASIOTENT | BEKDA




Pasal 27 . :

Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. diberikan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, yang telah melakukan
perlindungan  dan/atau pelestarian  lingkungan hidup di luar kawasan
konservasi; dan

b. diberikan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, yang telah melakukan
perlindungan dan/atau pelestarian lingkungan hidup di lahan miliknya,

Pasal 28
Penerimaan Pembayaran /Imbal Jasa Linglkungan Hidup terhadap Pemanfaatan
Jasa Lingkungan dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang
perseorangan harus digunakan untuk menunjang  kegiatan restorasi,
rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan  lingkungan, dan/atau  pengayaan
keanekaragaman hayati sumber daya alam dan lingkungan hidup vang
dimanfaatkan.

Pasal 29

{1} Penerimaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Hidup dari kawasan atau lahan Daerah, Kabupaten /Kota,
dan Desa seluruhnya disetorkan ke kas daerah atau kas desa.

(2) Penerimaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1), sepenuhnya dialokasikan pada tfahun anggaran . berikutnya
untuk kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan,
dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya - alam dan
lingkungan hidup pada sumber Jasa lingkungan yang dimanfaatkan. . - S

{3} Penerimaan dan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada. ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Bagian Keempat
Penggunaan dan Perhitungan
Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa

Pagal 30 L
(1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan dan Pemmbayaran =

Jasa Lingkungan Hidup yang diterima wajib digunakan untuk kepentingan: o

a. pemulihan lingkungan hidup;

b. konservasi;

€. pengayaan keanekaragaman hayati; e e

d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan
hidup; . T

€. pengembangan energi terbarukan;

f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;

g. pengembangan infrastrulktur pendukungnya; dan/atau

h. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan'penyediaéﬁ S
Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara ‘Pemanfaat Jasa ARt

Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. :

(2} Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dan _Pemhayafaﬁ Ja:_safil SRR

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. uang; dan/atau '
b. bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan.
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Pasal 31 PR

(1) Nilai Jasa Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan valuasi ekonoms
untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

{2) Penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara
Penyedia dan Pemanfaat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Hubungan Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 32 -
(1) Kompensasi dan Pembayaran /Imbal Jasa Lingkungan Hidup dari Pemanfaat
kepada Penyedia, dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja .sama. . _
(2} Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dari lahan milik badan usaha,
masyarakat, dan orang perseorangan dapat dilaksanakan berdasarkan
hubungan kemitraan.

Pasal 33
(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), harus dilakukan
oleh Pemanfaat dengan Penyedia dalam hal Jasa Lingkungan dipergunakan
untuk kegiatan komersial dan/atau produksi. L
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bherdasarkan
skala dan jenis usaha Pemanfaat. : :

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidt;;ﬁ -

dan Perangkat Daerah terkait menyusun skala dan jenis usaha  Pemanfaat
yang harus melakukan kerja sama Imbal Jasa Lingkungan Hidup. o

Pasal 34

(1) Kerja sama Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana =~

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dimuat dalam perjanjian kerja sama. |
(2} Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang -

memuat: B

a. pihak Penyedia dan Pemanfaat;

b. tujuamn;

c¢. hak dan kewajiban;

d. jenis Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup;

e. bentuk Pembayaran /Imbal Jasa Lingkungan Hidup;

f. nilai Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup;

g. rencana kerja Penyediaan Jasa Lingkungan Hidup;

h. jangka waktu perjanjian kerja sama;

1. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan

j. sanksi.

Bagian Keenam
Fasilitasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 35 S SR

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap:

a. pelaksanaan Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup antar Kabupaten/Kota; S

b. pelaksanaan Kompensasi dan Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari
kawasan atau lahan negara; dan o SR

¢. pelaksanaan Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup.
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BAB YV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

(1} Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa
Lingkungan Hidup antara Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup. .

{2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup sebdgaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian kerja
sama antara Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup. . '_

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat =
(2), digunakan untuk penyempurnaan rencana pengelolaan dan pelaksanaan
Jasa Lingkungan Hidup.

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - -
dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. - '

BAB VI
KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37 oo
(1} Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup
non struktural untuk membangun dan mengembangkan ‘Pengelolaan Jasa
Lingkungan Hidup. _ o
(2) Susunan keanggotaan kelembagaan non strultural sebagaimana dimaksud =~
pada ayat (1), meliputi unsur; S
a. Dinas;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;
¢. Pemerintah Desa terkait;
d. masyarakat;
f. lembaga pendidikan;
g pemerhati lingkungan; dan - -
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang linglungan
hidup. : R
(3) Pembentukan kelembagaan non struktural untuk jangks waktu 5 (ima) -
tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. B S

o

Pasal 38 e T
Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam = Pasal - 37,
mempunyai fungsi; TR TV e
a. memfasilitasi penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;. -~
b. memfasilitasi penyelenggaraan Jasa Lingkungan' Hidup; - - =~ = LT
¢. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup; ~~ - o0
d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan; dan ' el T e T e
c. memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  dalam upaya  menumbuhkan- - dan o
mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait Pengelolaan Jasa
Lingkungan Hidup dengan  berkoordiniasi kepada ‘Perangkat Daerah S
yang membidangi urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  Perangkat =
Daerah terkait pemanfaatan sumber daya alam. e e

BAB VII IR RN el
SISTEM INFORMASI JASA LINGKUNGAN HIDUP =~ .~ = =

Pasal 30 e STER RN
(1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Lingkuﬁgaﬁ_ﬁidup“ yang o
terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. . =7 .00
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada -ayat (1), paling kurang
meliputi: - _ R TR
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. data Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan;

b. rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan

€. potensi Jasa Lingkungan Hidup. _
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi J asa
Lingkungan Hidup EKabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem
informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}.

Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan
informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi Lingkungan
Hidup dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Lingkungan Hidup di
Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 40
Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Jasa Lingkungan
Hidup dengan Pemerintah Pusat, permerintah provinsi- lain, Pemerintah -
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kawasan, dan Setiap Orang -
di Daerah.
Koordinasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanalkan oleh Perangkat Daerah terkait  sesuai
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-uridangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 41 : : . :
Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka Pengelolaan =
Jasa Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. Pemerintah Daerah lain;
b. Pihak ketiga; dan o o
¢. Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri. e
Teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada . ayat (1)
dikoordinasikan oleh Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan
urusan dibidang lingkungan hidup. S e

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 42 - Ll
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan’ seluas-luasnya =
untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Jasg Lingkungan - Hidup.. -~
Peran masyarakat dapat berupa: Sl
a. kontribusi terhadap lingkungan hidup;
b. pengawasan sosial; S e
¢. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau.
d. penyampaian informasi dan /atau laporan. R

Kontribusi terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat '_'(2) S

huruf a, dilakukan oleh masyarakat di luar mekanisme Jasa };;in'fgkunganf’_-;-:"_;'
Hidup. DT
Peran masyarakat dilakukan untuk:
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o ®

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan: = e

c. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

melalui  pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara -
berkelanjutan; o
d. meningkatkan kepedulian terhadap upaya menjaga, mernelihara, dan
memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup; dan '
e. meningkatkan kesejahteraan masyvarakat, kualitas sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan - dengan
mempertimbangkan kearifan lokal. - SR

(5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan 'Ja's& .I;ﬁﬁg:kui'igan' _ ;
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan .

rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Peran Dunia Usaha

Pasal 43

{1} Pemerintah Daerah mendorong peran aktf dunia usaha dalam Péﬂ'gélciaéiii .' _'3

Jasa Lingkungan Hidup. _ RERIIRERTI
(2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk kemitraan. o
(3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha
Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup untuk kegiatan: ' PRRERT
a. non komersial; dan

b. kegiatan komersial dan/atau produksi yang berdasarkan skala dan jei’_ii?sf:“ S

usaha.

(4) Pelaksanaan peran dunia usaha dalam Pengelolaan Jasa. Lingkungan szup " :_ o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan  dengan
rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ' o

Pasal 44 SR _
Kemitraan antara dunia usaha selaku Pemanfaat dengan Penvedia' Jasa .

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2, _f_da}:&fatﬁ_i:f ST

dilakukan melalui pola kerja sama.

BAE X1
PENDANAAN

Pasal 45
Pendanaan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan N

b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sestai dengem ketenman

peraturan perundang-undangan.

BAB X1
PENGHARGAAN

Pagal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan . kepada “pemerinitah -
provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah. Desa, pemangku =
kawasan, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, - Setiap Orang yang .
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Jasa -

Lingkungan Hidup.

]
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(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )5 d1bemkan dalam bem‘mk
piagam, plakat, dan/atau beniuk lainnya sesuai ketentuan peratman L

perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengenciajian :
terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sesuai kewenan@fannv& i .
Daerah. ' B _

(2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Jasa ngkuno‘an I_ i
Hidup di Daerah dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan pembmaan kzneria' |
Pemerintah Kabupaten /Kota dalam Pengelolaan Jasa ngkungan szup _

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengeﬁdahan sebaﬁalmama R | ' |
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat mendelega31kan kepadai_g 2 !
kepala Dinas yang bertanggung jawab menyelenggamkan UI‘HS&H] ch bldaﬂg

lingkungan hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48 S

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua perjangian 1{@1}8. sama S

Jasa Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan - Perﬂenntah Daerah_-

yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, ﬁiznyatakanf::

tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian kerja sama ber akhzz sepanjang = 8
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. o . | et .

(2) Pada saat Peraturan Daer ah ini berlaku maka semus. pm ses pelffanjzan kmm_?:_ s
sama atau perubahan perjanjian kerja sama Jasa ngkungaﬁ Hldup Yang_

merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, harus dzsesualkan dengan : ._:_Z-__._'_.;-:.;:._:

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49 . o
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ’ditetajjkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diuﬁd&ngkan, '

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pem‘mmn '

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah mensm Kahmaﬂtém

Barat.

Ditetapkan di Pontianak . S
pada tanggal . 2¥ WNoueebe 8050 B
FGUBERNUR KALIMANTAN BARAT %
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

L. UMUM

karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, ‘serasi, dan

seimbang dengan fungsi linglkungan hidup. o
Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama inj pemanfaatannya . 2

ada. yang menimbulkan penurunan  kualitas lingkungan, ketimpangan

struktur penguasaaan, pemilikan dan benggunaan,  berkurangnya : daya: SRRy

dukung lingkungan, adanya konflik dan kurang diperhatikannya’ kepentingan =

yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewtijudkan
pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdayaguna,. serta’ menjamin . -
keberlanjutan (sustainability) fungsi sumber daya alam. T L

Dalam mewujudkan pengelolaan  sumber daya alam  yang cadilys o
berdayaguna dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, .
dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari sehiruh pemangku  kepentingan
secara  sinergis baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, - S
Pemerintah Desa, instansi terkait dj Daerah, pemangku kawasan, badan .
usaha, masyarakat, dan orang perseorangan. Salah . satu bentuk sinergitas * e
tersebut yaitu melalui Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, sebagai ‘bagian
dari  instrumen ekonomi lingkungan yang ‘harus -dilakukan Pemerintah

Gagasan mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ”ya'n'g}_c_iidasfét_ﬁfkaﬁ_}'__;"3:_- B
pada pemikiran bahwa suaty kegiatan yang dilakukan oleh ‘masyarakat dalani
mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (Jasa ‘Lingkungan RN e
Hidup) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain.. BRIt e

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditujukan ."unﬁik':"_:;jzi_eWi_ijudkariﬁ' S
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ‘berwawssgan
lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara
berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan e
ekosistemnya, meningkatkan kepedulian para pihalk terhadap upaya menjaga, .
memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sebagai - output dari- 0
kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup yaﬂgfidikél_o}a'séé_afa R T i
berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, .kuéilit%':ﬁ-s&mbér._-_ G
daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan .
mempertimbangkan kearifan Jokal, dan memberikan I«:'epés.tiaﬁ__;_-_ﬁ--'h'ul{:um REyaE
dalam ketersediaan pembayaran Jasa Lingkungan Hidup untuk perlindungan S
dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.” R S e i

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilakukan -atas pemanfaatan Jasa - SR
Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan'di Daerah, yang . e
dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, - monitoring - dan evaluasi,
kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup, sistem infori‘nas,i_Jasa”Lingkgiﬁg;iﬂ- e
Hidup, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan duria usaha; serta
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. - R

- f




Dengan semakin meningkatnya juﬁﬂah‘ penduduk da,n kebutuhsm

masyarakat, serta bertambahnya kegiatan yang memanfaatkan éﬁf}ﬁbé? daya o
alam diharapkan pengaturan tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup - -

dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan lingkungan hidup

di Daerah. Selain itu pengaturan mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan -

Hidup ini untulk memberikan pedoman vang lebih kongkrit ‘bagi 'iipaya"_'

pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan atas pembangunan yang sesuai - L

dengan situasi dan kondisi di Provinsi Kalimantan Barat.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Hurufa R
Yang dimaksud dengan asas "manfaat dan lestari" yaitu; -

a. manfaat dan lestari antara pertimbangari ekonomi dan
pertimbangan ekologi, serta antar pemangku kepenﬁﬁg&n;-.f@aﬂ SR
b. manfaat dan lestari dalam hal perencanaan - sektor secara =

horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan .

dari sektor dan instansi terkait.
Huruf b

Yang dimaksud dengan asas ‘keadilan" yaitu -3_}58;111%78.: dalam

Penigelolaan Jasa Lingkungan Hidup harus dilaksanakan' secarg

adil bagi kepentingan masyarakat, -
Huruf ¢

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bersama

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan’ _ya_iti,{-_'."ba_hi%vsi.f dalam = L

oleh berbagai pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota, . Pemerintah Desa, badaifl'--‘_'-'ués;h‘a,} RESRERtS

masyarakat, dan orang perseorangan,
Hurufd

akuntabel” yaitu bahwa dalam Pengelolaan J asa Lingkungan
dilaksanakan secara . transparan, .. demokratis,
dipertanggungjawabkan, menjamin kesej ahteraan masyarakat,
memenuhi kepastian hukum, ' - ST
Hurufe O RPN St s S et o)
Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan”  yaitu bahwa dalam
Pengelolaan Jasa Linglkungan Hidup harus ~memenuhi. kebutuhan

dapat .
erta’

Yang dimaksud dengan asas "transpararisi, pammpam,dan G
n Hidup |

masa kini tanpa mengurangi  kebutuhan' generasi ‘mendatang

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan sesamanya. e
Huruf f o : e S
Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" yaitu bahwa dalam
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup harus © memperhatikan- nilai-
nilai sosial dan budaya yang berlaku “dalam tatanan kehidupan
masyarakat. : S e e e
Huruf g - - L
Yang dimaksud dengan asas- "keterpaduan' yaitu: bahwa  dalam
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilakulkan dengan memadukar
berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen: terkait.
Huruf h DRI s
Yang dimaksud dengan asas "keséimbangan' yaitu bahwa ‘dalani
pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup harus diupayakan = untuk
dilakukan pemulihan fungsi ekosistem. R s S
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Ayat {3)
Huruf a
Perlindungan tata air tidak meliputi nilai perolehan air.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufec
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Hurufe
Yang dimaksud dengan Jasa Lingkungan Hidup lainnya adalah
Jasa-jasa lingkungan hidup yang masuk dalam kategori fungsi

penyediaan sumber daya alam (provisioning), Pen'gatui"anj_aiam L |
dan lingkungan hidup (regulating), penyokong proses alam. - . ¢

(supporting), dan pelestarian nilaj budaya -(eulﬁgral}; ‘termasulk
juga diantaranya jasa penampung dan penjernih’ buangan
limbah atau emisi (sink). -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pagal 7

Ayat (1) SRR
Pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup bersumber dari L
data primer hasil penelitian lapangan dan data. sél»iuﬁd&rf vang. oo
berfungsi untuk melengkapi dan menunjang  data’ primer_f_fyaﬁg@_'_ P
diperoleh. S
Pemerintah Daerah menginventarisasi Jasa - Lingkungan: Hidup B
melalui pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang =~
menghasilkan Jasa Lingkungan Hidup dari kawasan atay Iahan varig o
merupakan kewenangan Daerah. . e

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) PR e
Yang dimaksud dengan "valuasi ekonomi Jasa Lingkungan Hidup"
yaitu suatu cara untuk penilaian atay kualifikasi barang atau jasa
yang terdapat pada kawasan atau lahan sumber Jasa Lingkungan . _
Hidup ke dalam nilai uang, terlepas dari ada atau .ﬁddknjfaﬂﬂai_'éaﬁ S
barang atau jasa tersebut. : s PR

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 8
Ayat (1) e

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah’ terkait -pemanfaatan -~
sumber daya alam yaitu Perangkat Daérah yang membidangi urusan
pengelolaan sumber daya air, kehutanan, pertanian, peternakan; -
perkebunan, perikanan dan kelautan, dan pariwisata. SRR

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc e e
Yang dimaksud dengan "perencanaan terkait” yaitu perencanasn Lo
teknis yang ditetapkan berdasarkan perintah = peraturan.
perundang-undangan  dan. memiliki keterkaitan: terhadap
sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, ‘dan =~ o
keanekaragaman hayati, seperti perencanaan’ ' lahan pertanian .
pangan berkelanjutan, peternakan, dan perkebunan. =
Huruf d T e
Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup' yaitu o
kemampuan untuk mendukung -perikehidupan = manusia, =
makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keddanya, "* o -
Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan hidup': Sane i
yaitu kemampuan untuk menyerap ~zat, -energi, danjfatau. ...
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Huruf e . _ _ Sl e T e e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Culkup jelas.

Pasal 10
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2) B e e
Yang dimaksud dengan “kawasan" yaitu ~wilayah tertentu yang' i
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan iz
keberadaannya. . e e 1
Yang dimaksud dengan "lahan" yaitu bagian. dari: bentang alam
(landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik (iklim, -
topografi, higrologi, dan vegetasi alami yang semuanya . secara
potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. o

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
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Huruf b

Pengelolaan sumberday

dilakukan

terhadap lahan atau kawas
Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
tetapi menyangkut juga pengelolaan = ter

sumberdaya alam dan lingkungan hidup

ketentuan peraturan
dikelola oleh Pemerintah Daerah,
atau Pemerintah Desa, yaitu antara
Pemerintahan Daerah dan Undang-

a alam dan lingkungan hidup tidak hanya -~
an . milik Pemerintah
Pemerintah ‘Desa,.
hadap . pemanfaatan
yang berdasarkan
perundangan-undangan - diamanatkan
Pemerintah Kabupaten/Kota,
lain Undang-Undang tentang
Undang tentang Desa .

Hurufec
Cukup jelas.
Ayat (2) o L
Hubungan Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup-
= ; : S 1
Penyedia Perseorangan/
o | e | Perumbasny [ P
Pemanfaat - Masyvarakat -
. Kompensasi Imbal Jasa Imbal Jasa -
Pemerintah Jasa Lingkungan | Lingkungan .
Lingkungan srung —nesung _
Perusahaan/ Imbal Jasa Pembayaran Pemba_y aran
Dunia Usah Linokunean Jasa Jasa ST
Piia Lsaha mexunga Linglkungan - ~Linglcungan - el
Perseorangan/ Imbal Jasa Pembayamn "-3-?‘3-‘7‘-’3-3?‘3’-?’@.7'..3 S
Kelonipok Linglkungan Jasa' ..o Jasa ) RS
Masyarakat g g Lingkungan - | . Lingkungan -
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat {5)

Penerapan Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup - secara .~
terpadu yaitu saat Pemerintah Daerah “selaku . Pemanfaat Sdasa
Lingkungan Hidup dan Setiap Orang  atau’ kelompok masyarakat
selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup berada dalam wilayah =~
kewenangan yang berbeda. Penerapan terpadu dilaksanakain karena
anggaran Pemerintah Daerah tersebut ‘harus dimasukkan terlebih
dahulu ke dalam anggaran Pemerintah Daerah di mana Setiap Orang

atau kelompok masyarakat tersebut “berada untuk kemudian

undangan,
HARO PERANGHAT DERRAK : e e
HEITTE peumaargs, - | AHETENL | SERDA o

A

H




Pasal 16
Hurufa

Yang dimaksud dengan bzaya ekonmm upaya peﬁiestarlan Fungm_
Lingkungan Hidup" adalah: blaya yang terjam karena upaya dan - o
kegiatan pelestarian hngkungan hidup, seperu pcmbenem bﬁ:nt_”l e
tanaman, pemeliharaan tanaman. _ R

Yang dimaksud dengan biaya pemberdayaan masyarakat ada},ah biaya L
yang timbul sebagai implikasi agar'masyarakai yang terlibat. dalam o :
skema kerja sama dapat memeriuhi kewapbannya, seperti pe}.ahhan S
tentang pemeliharaan tanaman. : -

Hurufc

Yang dimaksud dengan biaya peiaksanaan 1{81_}{:1 sarﬂa a.ntala hm._-,:‘ 3
biaya administrasi dan biaya oper& mnal L

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Hurufa - : o S A e
Yang dimaksud dengan "hlbah daelah" adalah pemberian-f
dengan pengalihan hak ‘atas sesuatu dari: P@memﬁtah Pubat’_
atau pihak lain kepada Pemerintah Daemh atau sebaliknya
vang secara spesifik telah d1teiapkan pemntukannya dzm*"
dilakukan melalui perjanjian. -~ - R :
Huruf b T ' :
Yang dimaksud dengan "bantua:a I«;euangan adalah ‘E)elanjaf-
Pemerintah Daerah yang d1bemkan kepada rfPemert_niah;
Kabupaten/Kota - dalam’ crangka pemelaiaan dan/at;
peningkatan kemampuan keuangan i :
Yang dimaksud dengan uritsan. hﬁgkungan hidup adaiahj._}_-:“_' o
pada sub bidang: pengendahan penc;emaran dan k@rusakam
lingkungan hidup. =~ : o e - SR

Ayat (2)
Culkup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a _ e SRR
Kompensasi/lmbal Jasa ngkungan Hldup;-_ kep
Orang melalui bantuan soszal didasarkan pada peme
kriteria perhndungan masyaralxat da11 kemungkman te qdm
risiko sosial. - T
Kompensasi/ Imbai Jasa ngkungan Hidup k@pad_a setl
Orang melalui  belanja barang dan jasa . untuk urusan
lingkungan hidup: bempa ‘serah terima’ barang cian/atau Ja é
dari Pemerintah Daeral kepacia Setlap Or&mg :
Hurufb : : : . : o
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa C e
Cukup jelas. il mame mzmwzw? ﬁm&}ﬁ
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Hurufb

Cukup jelas.
Hurufc

Yang dimaksud dengan jumlah” mencakup kaiegen j@l‘lIS ﬁan'-.-.'{_' I_ .
besaran jumlah Jasa Lingkungan Hidup yang dimaksud dan-

nilai Kompensasi/Imbal Jasa - Lingkungan - szup yang-_-. L
diberikan.

Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe

Culkup jelas.
Huruff ' - ' E ST N S ¢
Yang dimaksud dengan “tata cara. penyaluraﬂ mencakup.ii-f e
diantaranya  mekanisme = penyaluran - ‘sesuai bentuk o o
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang chbenkanj,ff'
tata laksana kelembagaan cian adnnmstrasmya Jangka waktu Eky
dan frekuensinya.
Hurufg
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1) o : _ o cinhi

Penyedia badan usaha dan masym*akat eﬁalam mek:amsme pemb' ar '1_:;"

jasa lingkungan hidup adalah badan usaha dan. masyamkaf
mengelola lahan atau kawasan | berdasarkan penetapan sesum
ketentuan peraturan perundang- undangan o <
Penyedia orang perseorangan dalam mekanisme pembavaran 'gaga
lingkungan hidup adalah pemilik lahan’ sesua; i{etentuan pemtur 1
perundang-undangan di bidancr pertanahan G

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas,

Pasal 28
Cukup jelas.
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Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Culup jelas,

Pasal 31

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang ditunjuk" yaitu lembaga
vang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan
penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup.

Ayat (3}
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Kerja sama E&ompensa& dan Imbal Jasa Lingkungan Hidup

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- =

undangan yang mengatur men@genm Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah.,
Kerja sama Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup mengacu pada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) TR
Susunan Keanggotaan kelembagaan Jasa lingkungan. szup
disesuaikan dengan subjek, objek, dan lokasi Pemmfaatam Jasa

lingkungan Hidup. :
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4) Coe o
Fasilitasi pembentukan sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup
dilakukan untuk terbangunnya interkoneksi sistem’ informasi Jasa
Linglkungan Hidup di Daerah.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas,

Pasal 48
Ketentuan peralihan berfungsi:
a. menghindari kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum; dan
c. memberikan perlindungan hukum.

Pasal 49 _ e L
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terciapat_1je'11ta'ng'_waki‘_u'__:j;r_;ahg’:t'ei"iaig o
lama antara berlakunya Peraturan ‘Daerah “dengan "_j:dii;éta;pkam"iya S
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini. e

Pasal 50
Cukup jelas.
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